KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KOTA PALANGKA RAYA
09/PP.04.2-Kpt/6271/Kota/11/2020
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PALANGKA
RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN

TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang
menyatakan susunan anggota PPK terdiri atas 1 (satu)
orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang
anggota, serta Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota
PPK;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno

Penetapan Ketua PPK Se Kota Palangka Raya
tanggal 29 Februari 2020, terdiri dari :




Mengingat

1) Berita Acara Nomor : 01/PPK/JKR-PLK/II/
2020;

2) Berita Acara Nomor : 01/PPK-PHDT/ PLK/II/
2020;

3) Berita Acara Nomor : 01/PPK-SBG/PLK/II/
2020;

4) Berita Acara Nomor : 01/PPK/BB-II/2020;

S) Berita Acara Nomor : 02/BA-PPK/RKPT-PLK /
11/2020;

telah ditetapkan Ketua PPK di masing-masing

Kecamatan di Kota Palangka Raya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka

Raya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Tengah Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan........




2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan  Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali
Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019




Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KOTA PALANGKA RAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

Menetapkan :
NO NAMA L/P WILAYAH
KECAMATAN

1 2 3 4

1 | SISWANTO L | JEKAN RAYA

2 | JHON KENEDI L | PAHANDUT

3 | RAHMADI EFENDI L | SABANGAU

4 | MERI KRISTIN P | BUKIT BATU

5 | FRANDSKISLEE L | RAKUMPIT

Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah
Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Tabel di atas lajur
4 (empat) Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Tingkat
Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA;.: .




KETIGA . Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Hibah KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun
2020.

KEEMPAT : Masa  kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9
(sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai
dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

agian Hukum,




